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KONSEP DASAR DEMOKRAST
' DALAM POLA PENDIDIKAN =
DI AKADEMI KEPOLISIAN

 Waspiah'

ABSTRAK

' Pendidikan datam perspektif demokrasi memplnyai peran peating dan strate-
" gls datam pembentukan karakier dan watak kebangsaan. Oleh karena iy pem-

bentukan karakter-watak pcmm polisi yang demokgatis harus melalui pola
pendidikan yang demokratis juga. Melakukan’ pola pend:dlkan yang demokra-

-1is bisa merefleksi: dari sekolah demokrasi yang harus secara riii di takukan ©

di lembaga pendidikan, Melalul analisis kritis secara substansi nilai demokra-

*tis dalam sekolah demokrasi sudah dijalankan oleh pola pendidikan di Akpol-~
.melalui pengajaran/pendidikan, ;pelatiban dan pengasuhan. Namun demikian

perlu ada penekanan lebih konkeit dajfam meagoperasionalkan sehingga civias

“akademika terutama dosen, gadik dan atau pengasuh harus mmgcmb'm;,!\aﬂ

fitosofis peadidikan demolisatis dengan wawasan global dan berperilaku mea-
didik vang berbasis pada kearifan nitai lokal. Nilai ini yang secara inheren

‘akan diidentifikasi- oleh peserta didik yaitu calon perwira polisi, sudah pasti
~akan leblh demokratis dalam menjalankan tugas mulia sebagai pengayom,
pelindung, pefayan dan pencgak hukum,

Kata kunci: demokrasi, pols pedidikan, Akademi Kepolisian

A. PENDAHULUAN

Konteks Pendidikan dalam per-
spekiif demokrasi adalah komponen
vang Penting dan strategis. Mem-
bangun demokrasi, artinya proses
pendidikan harus mampu menjadi-
kan warga negara vang merdeka,

berpikir kritis dan sangat familiar
dalam praktik-praktik demokrasi
sekaligus mampu menyelesaikan
masalah dasar secara cerdas. Seja-
rah mencatat, seringkali intelektual-
intelektual bangsa yang berpendidi-
kan “barat

ik

lah yang memegang
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peranan penting sebég_.,ai pengga-

- gas jiwa dan ide kebangsaan dan..

- sekaligus sebagai foundz g Jathers.
:_erdmnya repubhk ini. Namun tak

' '-':_kurang puia, pendldlkan yang, telah
- dikenyam pemimpin bangsa, ketika
beribah menjadi suatu rejim yang

otoriter - maka pendidikan yang

diberikan oleh pemerintah (baca:
penguasa) menuntut penerimaan

masyarakat secara paksa (passive
acceptance). Masa otonomi daerah
ditandai dengan implementasi UU
No.22 tahun 1999 yang direvisi dan

diganti dengan UU . No.32 tahun

2004 tentang Pemenntahan Daeral.
Dalam kedua UU inilah perspeknf
demokratisasi pendidikan memi-
liki fondasi dasamya sebelum diter-
bitkan peraturan-peraturan  (PP)
maupun Peraturan daerah (Perda)
yang mengatur lebih lanjut tentang
pendidikan ini, selain UU Sisdiknas
itu sendiri.

<= Terkait  dengan pembentukan
watak dan karakter Pemimpin teru-
tama Perwira Polisi yang berkara-
kter dengan waktak kebangsaan
menuntut proses pendidikan yang
ideal. Alasannya adalah Perwira
Polisi mempunyai ruang ~lingkup
tanggung jawab dan ftugas yang
kompleks sekaligus krusial dalam
melakukan pelayanan, pengayo-

man, perlindungan dan penegakkan
: hukum T

_ Berbag,al hteratul dalam dan
luar negen yané > kuno maupun yang }
mutakhxr, yan;;, tradisional maupun -
__mociem “yang sedelhana maupun o
‘yang canggih, mengajarkan kepa- -
da kita bahwa seorang pemimpin .

- harus selalu memiliki kelebihan

dan keunggulan dari pada rakyat-

nya. _Bcr_ilgut_ ini petikan pendapat

para pakar negara kepemimpinan

 Pemimpin adalah pengaruh “. John

Maxwell deskripsi satu kata, sing-

kat dan sederhana, yang menem-

patkan kepemimpinan dalam jang-
kauan setiap orang. Kepemimpinan
bukan jabatan, posisi. atau bagan
alic - (Flowchart). Kepemimpinan
adalah suatu kehidupan yang mem-
pengaruhi kehidupan lain.” Kara-
kter adalah kekuasaan “. Booker
T. Washington, yang harus dipela-
jari dalam pelajaran pertama ada-
lah kepemimpinan berwawasan
luas dibangun dari karakter yang
hakiki. Infrastruktur karakter yang
baik sangat penting untuk mendu-
kung tingkah laku (behavior) yang
baik. Kepercayaan dan keterlibatan
pengikut akan parallel dengan level
karakter kita (pemimpin).” Karakter
adalah hasil pembiasaan dari sebuah
gagasan dan perbuatan, Stephen R.
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Cb'\}'éy “Gunakan kekuasaan un-'
Ctuk membantu orang, Pembenan_

kekuasaan t1dak untuk merazh t0-

N juan pnbad: atau mcmbuat pertm}-' :

julxan terbesar di- duma dan bt.d(an_
._'untuk mendapatkan na.ma Hanyq .
ada satu keﬂunaan knkuasaan yakm___

membantu 01ang __
Pt:rtanyaan empn 1k dan 1lm1ah

adalah bag,aimana 1dealnyd prosas'

pendidxkan yang, mencc,{ak perw1ra
pohsi berkaiakter—buwatak ke~
bangsaan yané, berwawasan Uiobal

ber peuiaku berdasarkan pada 1&68.11"_
fan nilai iokai Artlkel ini akan_

mengaxtkan plOSES pendidman ideal
pada sekolah demoiqaﬁ dengan
pengmtegras;an kurikulum  ideal
Akademi Kepohsaan ‘yang akan
men&hasﬂan para Pm\mra Remaja
Pohi '

B. KONSEP DEMOKRASI
‘Secara 6111’11010518 demokrast
berasal dari bahasa yunani, yaitu
dari kata demos yang berarti rakyat
dan kratos yang berarti pemerin-
tahan atau krafein yang berarti me-
merintah. Demokrasi dapat diterje-
mahkan sebagai “ Rakyat berkuasa
“ Demokrasi adalah peﬁaerintahém
yang dijalankan oleh rakyat baik
secara langsung maupun tidak lang-
sung (melalui perwakilan). Dengan

éemﬂ{ian daiam suatu Negara yang,

menaanut smtem pemermtahan_
demokra51 kekuasaan temng,gz

ada ditangan rakyat snbag,aimana

penéertzan demcakram yang dlucap- T
kan oieh 'Abraham meoln _“ he
i govefmem from Ihe people by the

people arzd for zhe people '(suatu
pemermthan dan rakyat oleh rakyat
unmi\ rakyat) o

Jadi demokraSE belam ke}\ua-
saan b{,ram kekuasaan dau rakyat

Demokws; ad.alah sebuah bentuk_

pemer miahan 1akvat yang berkua-:

sa _sek_a_l_i_gus dtpermtah pemerin- '_

tahan dalam Negara demokrasi
pada dasarnya adalah pﬂihan 1'a§{yat
yang berdaulat dan diberi tugas un-
tuk menyelenggarakan pemerintah-
an Negara serta mempertanggung
jawabkan pada rakyat demokrasi
adalah bentuk pemerintahan yang
berasal dari rakyat, dilaksanakan
oleh rakyét dan dipergunakan untuk
kepentingan rakyat.

Dewasa ini, bentuk demokrasi
paling umum dengan jumlah pen-
duduk kota ratusan ribu bahkan
jutaan orang adalah - demokrasi

tidak 1_angsung'atau demokrasi per-

wakilan dalam demokrasi tidak
langsung, para pejabat membuat
UU dan menjalan kan program un-
tuk kepentingan umum atas nama
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rakyat Hak — hak rakyat dihormati
dan dljunjung imy,x kaiena pe-

jabat 1tu dipilih dan dxanvkai oleh_

rakyat

Pada awalnya di ela Yunam_
kuno abad ke 6-3 SM dﬂaksanakan'
'demokrasz den;,an smtem demckrasz_

langsun ymm suatu bentuk proses'

pemermtahan dimana hak untuk
membuat keputusan po]mk d1 jalank-
an secara langsung oleh seluruh
Wawa Netrara beldasarkan prose-
dur mayoritas Sistem demokra51
Iané,sung ini efektif dan sederhana
pada wﬂayah tezbatas Jumlah pen-
duduknya sedikit dan bahkan tidak
semua ‘warga Negara mempunyai
hak untuk ' ikut menentukan kepu-
tusan — keputusan politik.

Tokoh tokoh terkenal dalam
konteks demokrasi adalah John
Locke dan Montesquie (1689—1755)
dari Prancis dengan gagasan Trias
polmka yang membagl kekuasaan
membuat UU (legislatif), melaksan-
akan UU (eksekutif) dan mengadili
(yudlkani’) Demokrasi mempunyai
wiwjud konkret sebagai program
dan sistem politik pada akhir abad
pertengahan yang merupakan wu-
jud pemikiran akan adanya hak-hak
politik rakyat agar ada jaminan hak-
hak politik rakyat tersebut berjalan
lebih efektif, munculah gagasan

untuk membatasi kekuasaan pemer-

intah agar tidak _sewenang-wenang
melah.u konutum baik yang besifat

tez“fuh.s maupun tidak tertulis ( kon-
ven51) éagasan m disebut sebag,alz.

kontltuahsme

Gag,asan m1 dlkenal sebagax_'_;'
Neuara konssitusmnal {constitu-

fional . state) atau dalam pemba-

hasan UUD 1945 disebut sebagai

Rechistaat atau Neg,ara Hukum.,

Menurut Stahl ada empat unsur_:
Negara Hukum (Rechtsstaat) dalam |
arti klasik, yaitu adanya (1) hak-hak

manusia; (2) pemisahan atau pem-
bagian kekuasaan untuk menjamin
hal itu; (3) pemerintahan berdasar-

kan aturan atau UU; dan (4) peradi-

lan administrasi.

Dari praktik demokrasi abad
ke-19 yang menekankan pada pa-
ham [iberalism dan akses—aksesnya
mengubah pikiran para ahli menan-
dai wajah baru censtitutional abad
ke- 20.

C. TEORI DEMOKRASI
Menurat Torres demokrasi da-
pat dilihat dari dua aspek vaitu per-
tama, Formal democratif dan yang
kedua, substance democracy yaitu
menunjuk pada bagaimana proses
demokrasi itu - dilakukan (Wina-
taputra 2006). Demolrasi dalam
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pelaksaﬂaéui- “sisten ¢ pemei'intéihaﬂ
ada ‘dua ya;iu peitamft sisiem pres- '
idensial arimya s1stem yang mene»-
_ kanl«.an pentlnylya pem:hhan pr831—'
' den secara Eangvsung dau takyat.
'S1stem kekuasaan eksekutif :
'(kekuasaan men_]alankan pemerin--

tah)’ ‘dan kene;@raan atau kekuasaan
negara sepcnu}mya berada d1temgan

presiden. Kedua sistem parlerenter -

yaitu sistem ‘ini ‘menerapkan ‘model
hubungan yang ‘menyatu antara
kekuasaan eksekutif dan legislative.
Kepala eksekutif (head of govern-
ment) adalah berada ditangan ses-
eorang perdana menteri sedangkan
kekuasaan eksektif ditangan presi-
den. .

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasar-
kan pada suatu filsafat kenegaraan
bahwa manuisa adalah = sebagai
makhluk individu yang bebas. Oleh
karena itu, dalam sistem demokra-
st ini kebebasan individu sebagai
dasar fundamental dalam pelaksan-
aan demokrasi

Menurut  Held  (2004:10)
demokrasi  perwakilan  liberal
merupakan suatu  pembaharuan
kelembagaan pokok untuk menga-
tasi problema keseimbangan antara
kekuasaan memalksa dan kebebasan.

Namun demikian’ parlu dlsadan

bahwa dalam prinsip demokram ini
apapun yang di_ke_mbdng;kan mela—_
lui kélembag:aan"serta 'ja'.ﬁ'iinan' atas
kebebasan - mdiwdu dalam hldup'
. bamwara S 5 ' '

2. Demokram Satu Partal dan Ko-
mumsme

Demokrabi satu partai ini lazim-
nya dﬂaksanakan di Neuaravneg,ara
komums sep&rtz Rusm, China, Viet-
nam, dan lainnya. Kebebasan for-
mal berdasarkan demokrasi liberal

akan menghasilkan kesenjangan

kelas ‘yang semakin lebar dalam
masyarakat, dan akhirnya kapital-

islah yang menguasai negara, maka

digagaslah demokrasi komunis.
Dalam hubungan ini Marx
mengembangkan pemikiran sistem
demokrasi “commue  structure”
(struktur - persekutuan). - Menurut
sistem demokrasi ini masyarakat
tersusun  atas komunitas-komuni-
tas yang terkecil. Oleh karena itu,
menurut komunis, negara post kap-
italis tidak akan melahirkan kemiri-
pan apapun dengan suatu rezim
liberal, yakni rezim parlementer.
Semua perwakilan atau agen negara
akan dimasukkan ke dalam lingkun-
gan seperangkat institusi-institusi
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mng,g,af yang bfzrtang&,ung, ﬁwab-

secma Idng,sung _ ;
Menumt pandangan kcmm

Marms-Lemms sistem. demokram:
-_deiewatif harus dileng_.,kapl -pada;

" '_-pnnszpnya dc.ngan suatu . swtam

yang tmp;sah tetapi sama pada tmg,- -

kat partai komunis. ..

Ada dua pendekatan telhaciap
demokrasi: . pendekatan . normatif
dan pendekatan empirik (Baechler
1995 7; Gaftar 1999:11). Pendeka-
tan _noxmatxf, _m_cnekankan pada ide
dasar dari 'demokrasi yaitu kedaula-
tan ada di tangan rakyat dan olch
karenanya pemerintahan diselengg-
arakan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Eaiam perkembangannya,  ide
kedauiatan rakyat secara utuh sulit
diterapkan selain beragam dan ser-
ingkali saling bertentangan, rakyat
juga sulit dihimpun untuk penye-
lenggaraan pemerintahan sehari-
hari. QOleh karena itulah muncul
ide demokrasi yang terkonkretisasi
lemba;:,a eksekutif, Iegslaﬁf mau-
pun yudikatif yang anggota-ang-
gotanya dipilih dari partai politik
atau perseorangan sebagal agregasi
dari berbagai kepentingan rakyat.
Pendekatan empirik menekankan
pada perwujudan demokrasi dalam
kehidupan politik sebagai rangka-

ian. prosedar yang-mengatur rakyat__
untuk memihh mendudukkan dan.

meminta.

wakilnya di. lembaga: perwakilan, -
_Wakiiwakﬂ inilah yang kemudian. -
membuat dan memalankan keputu-_-_-’_.- |
‘san pubhk i
-Anders Uhlm men"emuk&kan-
ad_an_y_a dua pendekatan berbeda ter- -
hadap konsep demokrasi, yaitu se-
bagai fujuan dan sebagai label bagi.
sistem politik yang ada. Teorl nor--
matif berkenaan dengan demokrasi.
sebagai. tujuan (resep tentang ba-.
gaimana demokrasi - seharusnya), .
sementara teori empiris berkenaan..

dengan sistem politik yang ada
(deskripsi tentang apa demokrasi
itu  sekarang) (Suhud 1988:33).
Sedangkan Franz Magnis Suseno
dalam menelaah mengenai penger-
tian dasar demokrasi, membedakan
antara apa yang disebutnya dengan
“telaah etika politik” di satu pihak
dan “diskursus politik™ di lain
pihak. Menurutnya “diskursus poli-
tik” dapat diartikan sebagai menga-
jukan penilaian, kritik, dan tuntutan
langsung terhadap realitas politik
yang bertujuan menilai, mempen-
garuhi, mempertahankan atau men-
gubah keadaan dalam negara serta
menanggapi langsung argumentasi
dan legitimasi yang diajukan oleh

: .peﬂanggunasaw.abanﬁ -
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pelbag_,al aktor - di pangggung poh-"

tik.” Sedang_,kdn telaah “etika poli-
tik™ ‘termasuk - telaah filsafat “yang
“prinsip-prinsip
sebagai “dasar untuk dapat mem-

obyeknya - “adalah

pertauy akan’: sy a'r'é‘t .

dan unphkasmmphkasa pcﬂanyaan‘

dlskutsus pohtlk dari segl p11n51p
etika. . '
" Terkait dengan demokrasi dari
segi etika politik, negara demokra-
tis' memiliki lima ciri hakiki, yaitu:
négara hukum; prinsip kontrol nya-
ta masyarakat terhadap pemerintah;
prinsip perwakilan melalui lembaga
perwakilan yang dipilih ‘melalui
pemilu yang bebas; prinsip mayeri-
tas; dan 'adallyra prinsip jaminan ter-
hadap hak-hak demokratis (Suseno
1997:87-92; 2003:281-290). Sedan-
gkan negara demokratis terkait den-
gan diskursus politik memiliki lima
macam elemen, yaitu: partisipasi, di
mana rakyat terlibat dalam pembua-
tan keputusan politik; adanya kon-
testasi yang menyamakan kedudu-
kan di antara rakyat; adanya tingkat
liberasi dan kebebasan yang dija-
min untuk atau oleh rakyat; adanya
sistem perwakilan; dan satu sistem
pemilihan berdasarkan aturan may-
oritas (Sargent 1984:32-33
Menurut

Beentham  norma-

tivitas demokrasi berfujuan untuk

kor'iSi’Stensi .

m'erﬁbéri ruang kontrol rakyat ter-
hadap urusan-urusan ptiblik ‘atas
dasar kesetaraan politik ‘dan soli~
daritas - antara “warganegara ~yang
meénsyaratkan “seperangkat prinsip
umum ‘fénfaﬁg hak'dan kemampuan
bagi semua ofang untuk berpartisi-
pasi, otorisasi, representasi dan ber-
taﬂugtmuawab secara’ tiansparan'
(Beetham 1999:12). Dalam suatu
pémerintahan, prinsip-prinsip © di
atas mensyaratkan seperangkat in-
strumen, meliputi: (1) pemilu yang
demokratis, keterwakilan, pemerin-
tah yang responsif dan bertanggung

jawab; (2) konstitusi atau hukum

yang menjamin ‘kesetaraan, kepas-
tian hukum dan keadiién' dan (3)
pammpasz masyarakat dalam segala
bentuk., baik media, seni. maupun
organisasi masyarakat sipil yang
bebas dan berorientasi demokratis.
Prasyarat efektifnya suatu sistem
demokrasi adalah
atau kemandirian dan korespon-

independensi

densi atau kesesuaian antara defi-
nisi resmi demos (yakni bagaimana
didefi-
nisikan secara legal-konstitusional

“warganegara Indonesia”

dan administratif) yakni dengan
bagaimana masyarakat mengiden-
tifikasi diri mereka dalam urusan
Hal inilah
vang pada akhirnya mengacu pada

public dalam arti kratos.
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responsifitas representasi (Beethan
2002:37-39), . e

- Demokrasi. normatif sebagai
sebuah ide. pemerintahan rakyat

memposisikan  rakyat dalam . po-.
sisi sentral - untuk menentukan

dan menilai kebijaksanaan negara
oleh karena -}{ebij aksanaan terse-
but menentukan kehidupan rakyat.
Kedaulatan . rakyat ini. dipahamai
Rousseau sebagai kemauan rakyat
{(volonte generale atau general will)
vang dilembagakan melalui lem-
baga perwakilan rakyat agar dapat
dirumuskan dalam public policy.
Atas dasar tersebut maka lahirlah
teori demokrasi representatif, di
mana hak untuk membuat keputu-
san-keputusan politik  dijalankan
oleh sedikit orang dalam lembaga
parlemen (legislatif) yang dipilih
rakyat melalui pemilu sebagai im-

plementasi kedaulatan rakyat yang -

ditmbangi dengan lembaga pemer-
intah (eksekutif) sebagai pelaksana
kebijakan parlemen dan lembaga-
lembagg_;,_ hukum (yudikatif). Se-
daﬁgkaﬁ dari sudut empiris. sistem
politik demokratis adalah sistem
yang menunjukkan bahwa kebi-
jakan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat
dalam pemilihan berkala yang di-

dasarkan atas  prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam
suasana - terjaminnya . kebebasan
politik (Deliar Noer 1983:207), -
- Jerkait . -._dé_ngan ~hal = terse- -
but, April Carter maupun Taw-
rence.Dood {Carter 1985:70; Doot
1976:16) menyatakan bahwa dalam
teori demokrasi (representative de-
mocrutie theory), institusi perwaki-
lannya meliputi kekuasaan legisla-
tif, eksekutif dan yudikatif. Legis-
latif sebagai lembaga yang bertang-
gungjawab terhadap pembuatan hu-
kum (Jegisl/ator) untuk menjalankan
kehendak rakyat yang terinterpre-
tasikan dalam UUD (supreme leg-
islative body of some nations) dan
UU lazim disebut dengan parlemen
terkait dengan fungsinya dalam
melakukan pengawasan (conirol)
terhadap kebijakan dan penyeleng-
garaan pemerintahan agar berjalan
sesual dengan UUD dan UU yang
ditetapkan. Guna mengefektivkan
fungsi pengawasan inilah, parlemen
mempunyai hak interpelasi, hak
angket dan hak bertanya. Lembaga
eksekutif adalah institusi pemegang
kekuasaan pemerintahan negara
vang dibentuk berdasarkan hukum
yang dibuat oleh legislauf, baik
dalam model parlementer system,
presidensial system, hybrid system
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-maupun collegral ?ystem Lembaga

f.-:ksekutif bﬁ‘.lfu{lUSl untuk mernlhh
dan.- merumuskan kebljakan-kebl-

- Jakan yang menentukan arah sxmb-_ .
i _..011s yang gelas dan menjamm agar -
-.keblj_ an-kebnakan tersebut dapat_._
e zdllaksanakan deng,an efektlf Sedan~_ :

gkan lembaoa yudxkanf mu’upakan
kekuasaan kehakxman yang. ‘memi-
liki-fungsi- yudisial __sesua; dengan
prinsip. ' '
diakui bersifat- mandiri - dalam-arti
tidak boleh diintervensi. atau.dipen-

garuhi .oleh cabang-cabang kekua-

saan lainnya, terutama eksekutif.

D. PENGERTIAN. PENDI-DI-

- KAN DEMOKRASI

-~ Pendidikan - demokrasi diarti-
kan:sebagai upaya sistematis yang
dilakukan Negara dan masyarakat
untuk memfasilitasi individu warga
negaranya agar memahami, meng-
hayati, mengamalkan dan mengem-
bangkan konsep, prinsip dan nilai
demokrasi dengan status
dan: perannya dalam masyarakat
(Winataputra,Udin. 2006 : 12)
Demokrasi memang tidak diwa-

sesual

risi atau diwariskan , tetapi harus
diketahui, dipahami, ditangkap dan
dicerna serta diamaikan melalui
proses belajar sehingga diperlukan
suatu proses pendidikan demokrast.

‘ z‘ﬁdep'e:ﬁ_dem_" of judiciary’

Pendlchkan ~demokrasi - dalam
;be1bagai konteks dalam halini un-

“tuke _pf_:_n_chdi__kan for_mal_. (dlsekol_ah

dan perguri.lém tinggi), non "fbrxﬁal_ yt
"_(pendldikan di luar- sekolah dan' o
mformai (ptng:auian d1 nunah dan ]
-'Imas_y_a:akat)_--cu!tm al :unt_uk- me_mv o

bangun - cita-cita, - nilai,  konsep,

prinsip, sikap." dan - keterampilan

demokrasi ‘dalam berbagai konteks

(Winaputra 2006:19). - Sistem- pe-

merintahan  demokrasi selalu dici-

takan oleh negara-negara di dunia.

Namun upaya untuk menuju ke-

hidupan demokrasi yang ideal tidak

lah -mudah. -Proses me ‘ngimple-
mentasikan demokrasi membutih-
kan kesadaran, kerja keras dan se-
mangat yang luar biasa dari semua
komponen negara. Hal inipun harus
dikonkritkan dalam sistem politik
kehidupan bernegara dan berbang-

o Ry
Demokrast  bertujuan  meng-

hasilkan .demokrasi yang mengaju

pada ciri-cirl sebagai berikut:

1. Proses yang tak pernah selesai,
dalam arti bertahap, berkesi-
nambungan terus-menerus.

2. Bersifat evolusioner dalam arti
dilakukan secara berlahan.

Perubaban bersifat damal dalam

L

arti tanpa kekerasan ( anarkis)
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4. Berjaian s melalui o cara
musyawarah dalam arti- pebe-—
odaan yang-ada diselesaikan de_n—
gan.cara musyawarah

_._'5___--__-Jad1 budaya demokras1

.-masyarakat akan terbentuk bz- _

-lamana ..ml_a_l—n_zl_m demokrasi itu
- sudah berkembang luas, merata,
+* dihayati dan-.dijaiankén sebagai
-sikap -dan -prilaki hidup. pada
*hakikatnya -budaya demokrasi
-akan: mengembangkan - nilai-
nilai‘demokrasi

E. SEKOLAH DEMOKRASI -

-~ Perjalanan pendidikan nasional
yang panjang mencapai suatu masa
yang demokratis dan sekaligus ke-

nyataan yang mengarah pada pen-

didikan 'yang cebderung mengarah
pada demokrasi liberal. Yaitu ke-
tika pada saat ini otonomisasi pen-
didikan melalui berbagai instrumen

kebijakan -mengarah pada kenis- -

cayaan kebebasan yang tidak ber-
sumber pada realitas lokal sehingga
melahirkan kebebesan yang tidak
mengakar. Coba dikritisi UU No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional, “privatisasi” per-
guruan tinggi negeri —dengan sta-
tus baru yaitu Badan Hukum Milik
Negara (BHMN) melalui PP No.
60 tahun 2000, sampai UU No.32

tahun: 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No.33 tahun 2004
tentang’ Perimbangan ' Ketiangan

antara ‘Pemerintah Pusat ‘dan’ Pe-
mermtahan Daerah yang:, meng:alur o

konsep, smtem dan ‘pola pend1d1-_' '.
kan;- pembzayaan pendidikan, juga

- kewenangan di- sektox.pendldlkan_

vang digariskan bagi pusat maupun
daerah. Konieks peraturan tersebut
Juga menunjukan pada pola - pen-
didikan ‘yang berusaha dikembali-
kan :untuk melahirkan insan-insan
akademis dan intelektual yang di-
harapkan dapat membangun bangsa
secara demokratis, bukan menghan-
curkan bangsa dengan ‘budaya-bu-
daya korupsi‘kolusi dan nepotisme,
dimana peran pendidikan (agama,
moral dan kenegaraan) vang dida-
pat dibangku sekolah dengan tidak
semestinya.

Dalam kondisi yang demikian,
mungkin  benar ungkapan yang
mengatakan “negeri ini dihancur-
kan oleh kaum intelektualnya send-
iri”. Apa sebab, karena pendidikan
nasional selama ini bertekuk lutut
kepada keperitingan penguasa. Pen-
didik. yaitu guru dan dosen yang
tidak mengikuti sistern akan ter-
libas, sehingga murid yang kelak -
akan menjadi pemimpin negeri ini
mendapatkan pendidikan vang tidak
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bermutu. ‘Pendidikan disequilli-
brum antara pendidikan moral dan
agama &enga_n ‘sains.” Perilaku yang
‘dibentuk generasi “pendidikan oto-
“riter” demzkian banydk meiahlrkan

"pnbdcii yang, ter bdah tak selmbang_,, -

':mc,n}:utlp Abldm (2000) ‘pendidi-
kan seperti ini “foo much science
too litile faith”, lebih banyak: ilmu
dengam uplsnya }\Lpemayam keya—
kman agama. -

Desentralisasi peﬁdidil{ah,
merupakan salah satu cara di masa
“pendidikan otoriter” tidak lagi dia-
nut, alias masa pendidikan di era
otonomi daerah. Era yang dimulai
secara formal melalui produk ke-
bijakan otonomi pendidikan pergu-
ruan tinggi, kebijakan desentralisasi
pendidikan yang mengacu pada UU
No. 22 tahun 1999 dan No. 25 ta-
hun 1999 yang direvisi menjadi UU
No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33
tahun 2004 di mana dapat ditangkap
prinsip-prinsip dan arah baru dalam
pengelolaan sektor pendidikan den-
gan mengacu pada pembagian ke-
wenangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) serta perimbangan
kevangan antara pusat dan daerah.
Implikasi otonomi daerah bagi sek-
tor pendidikan sangat tergantung
pada pembagian kewewenangan di

bidang pendidikan yang akan ditan-
gani pemerintah pusat dan pemerin-
tah'daerah disisi lain. Talu sebuah

sistern pendidikan nasional yang; r di-
sahkan melalui UU Sisdiknas yané,
: b{:berapa ‘muatan dalam”’ Leszakan
“ini secara tidak langsung ‘mencoba

melakukan - pubalkan mutu  pen-
didikan. B

‘Terkait hal tersenut Indonesia
memilih demokrasi ‘pelaksanaan
pendidikan. Realita pergulatannya

- dalam wacana logika adalah jika

1998 juga belum da-
pat menentukan bagaimana model

reformasi

demokrasi yang cocok bagi Indone-
sia, apakah demokrasi memang tidak
cocok bagi Indonesia?”. Terkait hal
tersebut perlu ditekankan pada pe-
mahaman yang meniisahkan antara
demokrasi sebagai sistem politik
dengan demokrasi sebagai sebuah
nilai. Demokrasi adalah sebuah
nilai yang memberikan kebebasan
dan partisipasi masyarakat. Dengan
demokrasi, para warga negara dapat
dilibatkan dalam proses pembuatan
kebijakan. Idealismenya. setiap in-
dividu berhak menentukan segala
hal yang dapat mempengaruhi ke-
hidupannya, baik dalam kehidupan
personal maupun sosial. Selain itu,
demokrasi juga adalah cara yang
efektif untuk mengontrol kekuasaan
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agar tidak menghasilkan penyalah-
gunaan wewenaug. : |
-;Bahwa masa transisi di Indone-
sia_yang masih belum menunjukan
‘kehidupan demokrasi yang  baik
lebih. . dikarenakan - negara hukum
yang menjadi. landasan  Indone-
sia belum dabat mengkonsolidasi-
kan demokrasi. Persyaratan untuk
demokrasi
akhirnya memang sangat bertumpu

menuju  konsolidasi
pada proses reformasi hukum, Hu-
kumn harus diciptakan untuk mem-
berikan jaminan berkembangnya
masyarakat sipil dan masyarakat
politik yang otonom, masyarakat
ekonomi yang terlembagakan, dan
. birokrasi yang mampu menopang
pemerintahan  yang demokratis.
Hukum harus dikembangkan untuk
memperkuat masyarakat sipil (civi/
sociely) agar mampu menghasil-
kan alternatif-alternatit politik dan
mampu mengontrol dan memantau
pemerintah dan negara ketika men-
Jalankan kekuasaannya.

. Konsep yang ditumbuhkan
dengan keadaan masyarakat Negara
Indonesia saat ini memberi harapan
di masa yang akan datang. Walau-
pun banyak yang skeptis bahwa
masa depan politik di Indonesia
akan menuju ke arah yang lebih
baik. Namun perkembangan yang

terjadi belakangan ini dapat dijadi-
kan setitik -harapan bagi masa de-
pan Indonesia. Yang perlu dicatat
adalah jangan sampai kita terje-

bak dalam  demokrasi prosedural
saja dan melupakan ketertinggalan

masyarakat - secara .ekonomi ‘mau-

pun sosial. Masalah-masalah sosial
yang secara jelas mengancam inte-
grasi bangsa. ini dan juga berbagai
kasus kelaparan harulah cepat dise-
lesaikan, Seiring dengan perbaikan
sistem politik dan juga aktor-aktor
yang terlibat didalamnya.

Konteks memasukkan nilai
demokrasi dalam proses pendidi-
kan perlu ada dalam sejarahnyva,
berdirinya RI tidak bisa dilepaskan
oleh peran pemuda (pelajar). Am-
bil contoh, Sukarno, M. Hatta, M.
Yamin, dan lain sebagainya. Peran
para pemuda tersebut tidak dapat
dipandang sebelah mata, karena ek-
sistensinya sangat diakul oleh dun-
ia internasional. Dapat dibayang-
kan andai kata, bangsa ini tidak
ada pelajar-pelajar tersebut, udak
mungkin berdiri NKRL

Pada tahun 1965, pelajar {pe-
muda) juga punya peran yang sati-
gat besar dalam pembubaran PKI
vang berkehendak untuk meng-
gantt ideologi Pancasila dengan
komunisme. Begitu juga pada saat
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tumbangnya orde bam peiajar Juga
scmg:at berperan besar.

“Melihat kenyataan ini," pelajar
bq:uu ‘eksis’ daiam perjalan bang-

-sa- ini “Tetapi, bag,mmana dengan__
pelajar Indom,sza sekaranu‘? men-
jawab - pertanyaan texsebut sangat'
sulit: Tetapi, sebuah keharusan se-

jarah, bahwa pelajar - harus mem-
berikan kontribusinya bagi -bangsa
ini. Sekecil apapun itu. Kemudian,
memulainya dari mana? Tentunya,
memulai untuk belajar demdkrasi.
Hanya dengan berdemokrasilah
bangsa ini menjadi bangsa bermar-
tabat. Dengan berdemokrasi juga,
akan terjadi saling menghormati
perbedaan di antara anak bangsa.
Sekolah Demokrasi adalah al-
ternatif cerdas untuk membentuk

karakter -d_an ‘waktak kebangsaan
yang -dibutuhkan “'saat ini* untuk
menghargai, menghofmati i ber-
pzestaqi untuk mcmbamun ‘bangsa
pada ‘kontek pg,_k_s_::r_c_t_lal_l.i ‘Rintisan

sekolali - demokrasi~ sudah - banyak-
dilakukan = bahkan' - keberhasilan

menjadi sangat ‘menginspirasi gen-
erasi muda dalam menjalankan pro-
fesinya.

Kurikulum Sekolah demokrasi
secara garis besar meliputi keter-
ampilan memtasilitasi, konsep-teori
pendidikan orang dewasa dan pen-
guasaan -instrumen monitoring dan
evaiuasi dalam proses belajar men-
gajar dengan lebih banyak member-
tkan pelatihan daripada teori, Alur
pelatihan yang diberikan antara lain
dalam bentuk seperti di bawah ini:

oEealasi
Pelatihan:

Ansirumen meniterin

Cdan Byaliasi’ 4
Fariisipan Sehalsh  J
C Demooasi e

~~ Pesisi, Paran "
Ao F azilifator dan deknik
Tekni Fas

~dalam Sekolah -
Drmadeyast .,r/

. mmdulreffereml o

" Matode dari
CTekemis
Pembelajaran . -

Silitazi

Sy Pelatthan
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-Sekolah Demokrasi  diharap--

kan dapat mendorong - demokrasi

ke -arah yang lebih maju dengan

menggunakan berbagai cara yang

memungkinkan berjalannya proses-

proses.-yang - membuka . partisipast

“rakyat-secara luas. Untuk itu, ada.

4 {empat). pilar: demokrasi -yang
perlu diperkuat, yaitu masyarakat
sipil. masyarakat ekonomi (pen-
gusaha dan pelaku ekonomi lain-
nya), masyarakat politik (aktivis
parpol dan politisi), serta pemerin-
tah {(birokrasi). Sekolah Demokrasi
bukanlah ajang indoktrinasi. Seko-
lah Demokrasi adalah ajang untuk
mendialogkan perspektif demokrasi
berbasis narasi lokal dan narasi uni-
versal. Dengan demikian demokrasi
bukan lagi menjadi sesuatu yang
abstrak, namun menjadi suatu ru-
musan yang kontekstual sehingga
pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

1. Tujuan

Mendorong, mengembang-
kan, dan memperkuat konsolida-
st demokrasi lokal melalui pintu
simpul demokrasi di kalangan
masyarakat sipil, masyarakat poli-
tik, negara, dan pasar.

2, Materi Sekolah Demokrasi
Materi diberikan di kelas seba-

gai media untuk “tabu” dan men-

dalami wacana demokrasi gerta re-

alitas yang selama. ini berkembang,.
Artinya yang paling penting adalah.
“keikutsertaan dan . keaktifan - para

peserta dalam berdialog - tentang
demokrasi, bukan permasalahan
administrasi dan. struktural. Seh-

ingga materi vang ada dan ditrans-.

formasikan dalam diskusi interaktif

dan pelatihan antara lain:

a. Analisis Sosial

b. Konsep-konsep Demokrasi

¢. Politik dan Sistem Tata Pemer-
intahan

d. Demokrasi, Pembangunan, dan

Bisnis

(Gerakan Sosial

Kebijakan Publik

Resolusi Konflik

Demokrasi dan Multikultural-

4

=

isme

i. Demokrasi, Hukum, dan HAM

Anggaran Partisipatif

k. Perencanaan Pembangunan Par-
tisipatif

. Pembangunan dan Tata Ruang
Wilayah

m. Metodologi Riset

[

n. Pengorganisasian dan Advokasi
0. Metode dan Teknik Fasilitasi
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F. _-'PROSES PENDIDIKAN DI
 AKADEMI MPQLESIAN
".__YANG IDEAL_

Perlalanan Sejai'

= 5 :Ke” ohszan (Akpol) yang _'_pangan,g,_
a '_'f:pada _klonolo_ozs 1(} April. _“[999

MPR/ 1998 tentana Poiaok Pokok
Reformasi Pembangzman dunsu uk-
_sxl\an kepada Presiden untuk melak—
.samkan auenda reformasz d1 b1dang
hukum daiam bentuk pemisahan
tugas, fungsi da_n:_wgwcnansc apara-
tur penegak hukum. Atas dasar itu,
keluarlah Instruksi Presiden No.2
tahun 99 sebagai langkah kebijak-
sanaan . dalam_,rangkial_ pemisahan
Polri dari ABRI (ditetapkan tanggal
8 Maret 1999), ditindaklanjuti den-
gan keputusan Menhankam Pangab
No.: Kep/05/P/111/1999 tanggal .1
April 1999 tentang _pelimpahan
wewenang  pembinaan . Polri dari
Pangab ke Mcnhankam sebagai tin-
dak lanjut, ke]uallah Skep Kapolri
No.Pol:  Skep/389/1V/1999 tang-
gal 9 April 1999 tentang Akademi
Kepolisian Mandiri, maka sejak 10
April 1999 Akpol dinyatakan terpi-
sah dari AKMIL, AAL, AAU serta
teknis administrasi juga lepas dari
Mako Akademi TNI.

Tanggal 24 April 2003: Se-
jalan dengan Pencanangan Akademi

.Kepohsisan sebagal Etaiaae Pen~
didikan Polu oleh Kapolri Jenderal

Polisi Da i Bachtlar pada ‘tanggal

_24 Okiober 2003 bersamaan dengban
ac,aia Duﬁle Senja yang, pertama_
';.kdfl diiakukan unmk menanda; se~ 1o

~lesai ya:'-'Péndldlkan Bhayangkala.' .

duésamkan pula Pengg unaan LOé,o
Akademl Kepolisian yang bam den-
gan mengganti kata-kata “Atmani-
wedana Kretakalma Azyawuya
dengan . katav.-_kata “Dharma-Bijak~
sana-Ksatria” -dan pita bertuliskan
“Akademi Kepolisian” yang semu-
la terpisah di bagian atas disatukan
menjadi satu. kesatuan yaz__l_g' utuh
dalam perisai Tri-Brata. Bersamaan
dengan itu, tampilan Akademi Ke-
polisian telah berubah pula secara
demikian  signifikan memasuki
paradigma baru tampilan Akademi
Kepolisian sebagai Etalase Pendidi-
kan Polri telah berhasil mengubah
Akademi Kepolisian pada semua
sisi, schingga bisa menampilkan
Akademi Kepolisian yang lebih
mendekati  keinginan masyarakat
yaitu mencetak Perwira-Perwira
Polri yang mampu melayani dan
melindungi masyarakat.

Visi Akpol menjadi Lem-
baga Pendidikan Kedinasan Ber-
wawasan Global, Berkualitas untuk
Terwujudnya Perwira Polri Sebagai
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Fu,st Lme Super visor dan Caion
“Pimpinan “Polri ’Iané, Memxhiu/
:Menuuasal dan Mampu Mengcm-
: bang,kan Taktik Teknik dan Admm—

-_'-'1stras1 (Management Bm} Kepoh—-

: 'su«m serta Memadukan Pengzetahuan

'f'czlan Kecakapan Akademlsl dalam’

'Rangka Pelaksanaan Tu;:as Polri
untuk Menuptakan Harkamtibmas.
M151-nya adalah menyelen galakdn
keglatan pembc,iagaran “pengasu-
han-dan pelatihan yang berkualitas
dalam rangka membentuk Perwira
Polri yang memiliki kemampuan
sebagai First Line Supemvor
a. 'Menyelengg,arakan manajemen
SDM Akpol yang transparan dan
akuntabel.
bu. Memng,katkan kualitas  dan
 kuantitas sarana dan prasarana
yang menopang proses pendidi-
kan Akpal
¢. Menyelenggarakan — penelitian
" dengan sasaran yang berhubun-
gan dengan peningkatan profesi
dan tugas pokok Kepolisian.

d. Meningkatkan mutu latihan kerja

taruna dalam rangka pengabdian
kepada masyarakat dengan ftitik
berat materi pelaksanaan tugas
pokok Polri bagi seorang First
Line Supervisor.

e. Menjalin kerja sama secara
berkelanjutan dengan Akademi

TNL Per‘guman nggl dan Lerm-

'. baua Pc,ndidikan Kepehszan da-
lam maupun Luar Negeri.

f. Menghas;lkan lulusan yang men-.

* guasai- teknik dan administrasi
_:_Kepohs}an (Managemen Pem-
b -'-bmaan) Dengan Memadukan -

Pengetahuan Akademis.

g Menghasﬂkan Tulusan yang da-
pd‘t meng,unbanwkan teknik dan
administrasi chohsxan (Man»
agemen - Pembinaan) dengan
memadukan pengetahuan akade-
mis. R :

Kurikulum Akpol disusun ber-
dasarkan pendekatan kompetens1
yang meliputi pengetahuan, keter-
ampilan dan sikap. Pendidikan di-
laksanakan melalui proses pembe-
lajaran, peiatihan; dan pengasuhan
dengan fujuan untuk membentuk
taruna menjadi anggota Polri se-
bagai pelindung, pengayom, dan
pelayan masyarakat, serta penegak
hukum yang profesional, modern,
dan bermoral.

3. Profil Lulusan Pendidikan
Pembentukan Akpol

Profil yang diluluskan disiap-
kan untuk Manajer Tingkat Per-
tama (first line supervisor) Tugas
Umum Kepolisian yang Akademisi
dan Praktisi dengan Kompetensi :
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a. mampu untuk mélakséuiakan

'pc.mehhamdn keamanan “dan
) .'-}\etembdn masyalakai penesaak-
~kan hukum,’ perhndunoan pen-

'-.5";tfayoman dan pdayanan kepadd
' ':":_'-masya.;akat deng,cm menjunjung
R tinggi Hak Asa51 Manu51a

b. .'.mampu untuk merencanakan.

'_men;:.orﬂamsaﬂkan meiak-
""'smakan mc,ng__,endahkan dan
- 'menwkoordmasman tugas pokok

kepohs;an dalam rang:ka ime-

“nangkal - timbulnya ~ gangguan

keamanan dan ketertiban serta

penyakit mas.ydmkat dengan

“‘menggunakan dan ‘memanfaat-
* kan ilmﬁ_ pengetahuan vang rel-

evan dan teknologi informasi.
c. Kemampuan mengintegra-sikan

ilmu pengetalizan dan keter-
amp:lan yang dimilikinya dalam
rangka pelaksanaan tugas pokek

‘kepolisian yang didukung oleh
“kepribadian luhur, mental yang

tangguh dan kesamaptaan yang

‘prima. '

4, Tujuan Pendidikan
Menciptakan lulusan Akademi
Kepolisian untuk menjadi pimpinan
Polri masa depan dengan kriteria;
a. Sebagai Abdi Negara dan
masyarakat yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, arf, profesional,

""liamh hukum, ‘bersikap / ber-

- peuiaku daiam lxeindUpan ber-

) masyarakat

Men]un}ung, unggl kebmeuan

_-kea.dﬂan dan kejujuran Sesual
“dengan etika profe& kepohsxan
"Ma}ur dalam meiaksanakan tu?”
'uas  tugas’ Kepohsxan secara
 proporsional. ' '

Memiliki kemampuan meiak-

‘sanakan tugas ‘tugas dan fungsi
* kepolisian - dibidang = pemeli-

haraan keamanan dan ketertiban
masyarakat, pelindung, pen-
g:ayom dan pc,layan masy alakat
serta penegak hukum, _
Mampu memangku jabatan pada
organisasi kepolisian di lini ter-
depan.

Sasaran Pendidikan

a. Proses pendidikan menggu-na-

kan kurikulum berbasis kom-
petensi

. Sistem pembelajaran menunjuk

kepada kurikulum berbasis kom-
petensi untuk mengembangkan
kompetensi kognitif, afektif dan
psikomotorik.

Sistem pelatihan menunjuk ke-
pada kurikulum berbasis kom-
petensi untuk mengembangkan
ketrampilan profesi dan kecaka-
pan bertindak.
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d Sistem pengasuhan = menunjuk
_kepada Lunkulum berbasis kom-
petensi untuk membentuk szl«:ap
_mentai moraI dan perﬂaku ter-
CoPu.
Penokutzsan terkalt poia pen-
. _dxdlkan Lh Akpo! yang, berbasxs
pada_ Pola Penga}alzm Peiat;han
dan Pengasuhan dalam mencapai
kmxkulumnya maka menun_;ukkan
b__a_i_l_«:_ cmpﬂ_is_ _maupun _formai. Arti-
_ny__é proses 'bpiaj ar mengajar baik di
pen_gajai_‘a_n_,_ pelatihan, maupun pen-
gasi_man__harus berbasis pada nilai

dasar demokrasi. Sehingga materi

sekolah demokrasi sangat cair dan

mampu mengalir pada proses terse-

but.

Selanjutnya jika dikritisi materi
sckolah demokrasi sebagian besar
sudah masuk pada penyebaran mata
kuliah yang sudah ada dan selama
ini diajarkan baik secara formal
da_lam mata kuliah maupun secara
informal dalam pelatihan dan pen-
gasuhan. Konkritnya lima belas ma-
teri sekolah demokrasi secara tersu-
rat-dan tersirat di Akademi Kepoli-
sian sudah ada antara lain: Analisis
Sos_i_al‘:_ﬁ(masuk pada mata kuliah
manajemen konflik), konsep-kon-
sep Demokrasi, Politik dan Sistem
Tata Pemerintahan (ada pada mata

kuliah pengembangan kepribadian,
Hukum dan Politik} .Demokrasi hu-
kum dan HAM serta Metodologi
penehtlan sudah ada dengan mata

_kuhah yang sama. Balangkah yang

pertu penekanan dan tidak harus

'menjadl mata kuhah adalah pem—'_

berian mateu kuhah yang terkait
dengan Pembangundn, dan Bisnuis,
Gerakan Sosial Kebijakan Publik,
Resolusi. Konflik, Demokrasi dan
Multikulturalisme, Demokrasi, Hu-
kum, dan HAM, Anggaran Partisi-
patif, Perencanaan Pembangunan
Partisipatif,
Tata  Ruang Wilayah, Pengorgan-
1sasian dan Advokasi, Metode dan
Teknik Fasilitasi. Pemberian materi

Pembangunan dan

tersebut sgbagai pengayaan pada
mata kuliah yang punya kedekatan,
sckaligus tidak harus melalui pros-
es perkuliahan, bisa melalui studi
seminar, workshop, pelatihan atau
format lain yang sangat sesuai den-
gan keunikan Akademi Kepolisian.

Konteks tersebut menunjukkan
bahwa ketika banyak orang mau-
pun institusi yang masih meragukan
bahwa Akademi Kepolisian kurang
mengajarkan  konsep  demokrasi
adalah gugur. Artinya jauh lebih
progres Akademi Kepolisian sudah
menanamkan nilai dasar demokra-
si. Masalahnya adalah perlu secara
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empirik--dituhj.ﬂi{kén- pada -proﬁl -

lusannya j*,/zmﬂF menunjukkan Sli\ap- '

dan’ peniaku yanor demokra*us

"_.-.:kaiz ag,ak nmf jzka menunjuk pada”-: "
'.:'_karaktel tc.rteniu ‘namun bisa men{-- 3

"'Laiu supem apa yanv dlhdfap-__

gadl rujukan minimal proﬁi 1uiusan
Akpol - sebagai Manaju ngkai
_ Peltama (ﬁrst !me super wsor) yang

menunjukkan 51kap ‘nyata’ daiam

peuiaku vang lebih:-

2

Jujur. S_e_orang pemimpin yang

baik - menunjukkan® ketulusan,

o integritas, dan keterbukaan da-

~lam’ setiap ‘tindakannya. Keju-

+-juran merupakan :sebuah ‘kunci
-« keberhasilan:: Ketika: seorang
~.pemuda. -mencoba melakukan

2

kebohongan, maka ia akan terus

- menerus melakukannya selama
~belum ketahuan. Dan sifat itu

akan terbentuk dalam dirinya.
Bayangkan, jika pemimpin In-

-donesia terdiri dari - pemuda-

pemuda yang berkarakter suka
berbohong, maka bisa diperki-
rakan berapa besar kebohongan
yang terjadi di pemerintahan
dan berapa kerugian yang dipe-

“roleh dari kebohongan itu.

Kompeten. Tindakan seorang

pemimpin haruslah  berdasar

pada penalaran dan prinsip

~imoral,

'menuangkan

:'bukaimya,;. mengguna-

“kan emosi -kanak-kanak ‘dalam

'--'-;._méhgambil_ ~rsuany _-5:'kép:imsan.
' Kompetensi yang dimiliki harus
/gesual: dengan wadah tempat ia

hompetensmya

G .Misalnya seo1ang pelmmpm ia
“harus tahu dahulu- dasar-dasar
o ':Ixepemimpman $ -bentuk dan ca-
o ra—uara memimpin serta kompe-
= ten31 pendukung, lainnya. |
-Berpandangan ke - ~depan dan
'merietapkan fujuan - (visioner).

Dalam menetapkan tujuan, seo-

' rang pemimpin perlu menanam-

kan pemikiran-bahwa tujuan itu

-adalah milik. bersama. Ia men-
- getahui apa yang diinginkannya

dan bagaimana cara untuk men-
dapatkannya. Biasanya ia me-
netapkan prioritas berdasarkan
nilai dasarnya. Seorang pemim-
pin yang memiliki pandangan

~ke depan akan menelaah apakah

tidakan yang dilakukannya akan
berdampak baik bagi bangsa
dan negara ke depannya. Dalam
hal ini pemuda bisa belajar dari
seorang tokoh yang terkenal
yaitu George Washington, pre-
siden pertama Amerika Serikat.

- la memimpin AS selama dua pe-

riode kepemimpinan, ketika un-
tuk periode ketiga, ia menolak




" 'WASFIAH, Konsep Dasar Déemokiasi dalam Pola

-+ tawaran dari -maSyarakat. Pada-
i iha:_if;is;aat: intAS .'beh;.ni menentu-
- kan'aturan tentang pembatasan
'.-masa"jabatan 'seOran;_, p’re’siden
- Bisa saja Washmoton meneri-

. ._"-'-manya tetapz anUaPa ditolak? .
- Temyata ia berpikir jauh ke de-

- par: Ia 'sadar jika ia menerima
- tawaran-untuk menjadi presiden
. yang ketu,a kalinya, maka “hal
i1 akan ‘menjadi+presiden: bu-
~=ruk ‘bagt pemerintahan negara-
~nya. Karena ia rnéuyadari telah
++banyak ‘cikal ‘bakal yang cocok
- untuk ‘menggantikan kepemim-
pinannya, - dan. mereka harus
diberi kesempatan. Begitu juga
- layaknya - pemuda  Indonesia,
‘harus selalu memiliki ‘pandan-
gan ke depan serta ada tujuan
“yang jelas.

Memberi inspirasi. Dalam men-
‘gerjakan setiap tugas, seorang
pemimpin - harus -~ menunjuk-
kan rasa percaya diri, ketaha-
nan mental, fisik, dan spiritual.
Dengan begitu, bawahan akan
terdorong untuk mencapai vang
lebih baik lagi. Dalam hal ini
juga terkait déngan kesesuai-
‘an antara kata dan perbuatan.
Misalnya ketika menyemanga-
t1 bawahan untuk rajin bekerja

-~ maka sebagai :pemimpin harus .

:dan mencari- tu*ras-tu&as yang )

adalah -musuh dari

akan -« -memperlakukan

+-memberi contoh dulu,

Cerdas. Seorang pemimpin vang -

- efektif’ harus memiliki kemavan
-.untuk terus - membaca be}ajar e

- '.:'-:_._-menantam_, kemampuannya
6.

Berpikiran - adil.: Prasangka'

keadilan.

‘Seorang pemimpin yang baik

- semua
orang dengan adil. Ia menunjuk-
kan empatinya dengan bersikap
peka terhadap pe.fasaan, nilai,
minat, dan - keberadaan ‘orang

lain. Begitu juga ketika pemuda

memimpin bangsa - ini, harus

- berlaku adil pada semua go-

longan. Jangan sampai seorang
pemuda yang diharapkan oleh
masyarakat sebagal pembaharu
dan pemberi kecerahan bagi
masyarakat bawah, malah me-
lupakan kalangan bawah,

Berpikiran luas. Pemimpin
yang baik menyadari setiap per-
bedaan yang ada dalam ruang
lingkup kepemimpinannya dan
mau menerima segala perbeda-
an itu. Dengan pikirannya vang
luas tersebut maka permasala-
han yang ada pun bisa diatasi
dengan berbagai sudut pandang.

Bukan hanya dari pandangan
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_:'_'_':pem;mpm sa;a tetapl _]u‘ga dau
_kalangan masyamkal yanv me-
' rasa. dnu;;ﬂ\an ' '

"_'_'-Beram Seorang: pemmﬁpm yang _
.- baik selalu. tekun dalam menua».' .

.fpa'_ '_ujuan Blasanya mesklpun

. isedang, berada di bawah tekanan,

| _:"'1a tetap tenan;: dan menunjuk?

" kan rasa percaya dll‘l Tni meru-

' '-pakan ¢iri dari semang pemuda

' -'-Pemuda : memihkl ldeallsmé-

"yang, murmi, dmamls kreatif,
inovatif, dan memiliki energvl
yang besar bagi perubahan s0-
sial. Idealisme yang dimaksud
adalah hal-hal yang secara ideal
mesti diperjuangkan oleh para
pemuda, bukan untuk kepen-
tingan diri dan kelompoknya.
tetapi untuk kepentingan luas
' demi _k_ékhajuaﬁ masyarakat,
bangsa dan negara, Pemuda
akan selalu ‘memperjuangkan
idealisme yang dianutnya. Tak
jarang ketika idealisme yang di-
anut mendapat tamangan maka
ia akan maju di depan dengan
bekal keberaniannya yang be-
nar-benar patut  dibanggakan
tersebut.

Tegas. Pemuda tidak dapat
menjadi  seorang  penimpin
yang baik bila tidak tegas da-

e iam menﬂambﬂ keputusan tepat .
i saa.t yang tepat. Kctegasan:'
' '.'1111 jugz,a perlu dalam bertindak,
g _;angaan sampai. seoran pemuda_

T ragwrag,u dan meng, undur waktu

:__dalam mengambli tmdakan I-Ia-'_. '
- rus berani mengambﬁ kemun—:

' gkmamkemung,kman yang akan
"dﬂenma dari tmdakan tersebut.

3 Ketevasan itu Juva berupa ‘da-
~lam membeukan hukuman ke~

; pada an&,ota pemermtahan dan
masyarakat yang _m_elangg,ar
aturan,

10. Imajinatif. Inovasi dan kreati-
vitas diperlukan dalam suatu
kepemimpinan. Seorang pe-
mimpin haruslah membuat pe-
rubahan tepat di saat yang, tepat
dalam pemlknan rencana, dan
metodenya Selain itu, kreativi-
tas sang pemimpin juga terlihat
dengan memikirkan tujuan dan
gagasan baru yang lebih baik,
dan menemukan solusi baru
dalam memecahkan masalah
(Syamsuddin 2009).

G. PENUTUP

Mencapai ideal pola pendi-
dikan demokratis di Akademi Ke-
polisian adalah usaha yang tidak
sederhana namun sangat kompleks,
artinya tidak mudah tetapi jika ulet
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dan sungguh sun%uh serta kerjasa-
rna tzmwork clvitas akademika pasti
bisa. D1mnmt Lunkulum yang_, ba-
gus penuh denvan nilai dasm demo-
kratis harus dloperasmnalkan oleh
dosen atau g,adlk pentfasuh sexta

--aturan kedzs;phnan yangv mendw
kungnya Tldak bermaksud meng-
gurui, tetap1 bisa dl_}adlkan peren-
un&an niosoh dewan pendidikan di
Awhx-Jepang:, (Masae 2010) (1) To
respect izfe building strong minds
and bodies, and installing a zest for
Imng, (2) To learn things on one’s
own and think careful, fostering
the ability 1o act independently,
(3) To Understand the importance
of co_urtés_y,' self~dicipline and buil-
dfng a life filled with generosity and
broad-mindedness.

| Pemegang peran strategis
sangat ditentukan oleh gadik, do-
sen dan atau pengasuh sehingga
ada beberapa hal yang bisa dijadi-
kan dasar perenungan dalam men-
-jalankan pola pendidikan di Akpol
antara lain adalah ada beberapa
sikap yang diharapkan untuk seo-
rang "gurn” yang dihormati: (1)
mudah dimengerti dan dipahami,
(2) keakraban dengan peserta didik,
(3) ramah terhadap peserta didik,
(4) objektif terhadap peserta didik,
{4} kasih sayang dan penuh seman-

gat (bsrsem’m rat umui{ menchdﬂﬁ
( 5) be_:rja_wa_mc,mamp_m di _k_elas, (6)
berpandangan jauh ke depan (7)
belpen,gaiaman (8) meng,ajazkan_
L‘uka

Konteks pola " pmdidikaﬁ

-denéan ;_,uru yang berkaral\ter-_-'

texsebutlah yang sesmagguhnya
menf’r_ajarka_n__mlm-m_iai_ demokratis,
dengan_ seperti itu maka harapan
Perwira Polisi sebagai Manager
First Line Supervisor yang mempu-
nyai jiwa demokrasi akan semakin
lebih konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, Armida S. 2000. Oto-
nomi Daerah dan Desentral-
isasi- Pendidikan, Bandung:
FE Universitas Padjadjaran.

Afan Gaffar, Politik.  Indonesia.
Transisi Menuju Demokrasi,
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
[999)

Akademi Kepolisian. Web Akpol.
{ diunduh tanggal 4 Juni
2010y

April Carter,1985. Otoritas dan
Demokrasi, CV Rajawali,
Jakarta

Budiono.1998.  Dampak  Krisis
Ekonomi dan Moneter Ter-




TANGGON KOSALA, Volume 2, Nomor 1, Desember 2010 151

o hadap 'Péndidfkaﬁ, Ja_kaéta:
~"Pusat Penelitian Sains dan
“Teknologi, Lembaga Peneli-

txan Umversu% Indonasxa .

Beentham 1999 Drzmocraay arzd

ﬂy PLGSS . ir s e g e

IR Brac,kmg, Kearton &
0 Weir, 2002. International
IDEA Handbook and De-
a :m_oc_ragy_ Asse_.s_smen: New
 York: Kluwer Law Interna-
tiopal.
Bielcher, Josef. 2006. Hermeneu-
tika Kon!e:nporer : Herme-
neutika  sebagai Metode,
Filsafat dan Kritik, (alih ba-
hasa oleh Masmuni Mahat-
ma). Penerbit Fajar Pustaka
Baru, Yogyakarta
Burki, Shahid j., Guillermo E.
Perry dan Willlam E.
Dillinger. 1999, Beyond
the Center: Decentralizing
the State, Washington DC:
World Bank
Dood, Lawrence.1976. Coalitions
in Parliamentary Govern-
ment, (New Jersey: Prince-
ton University Press.
Suseno, Franz Magnis.2003. Men-
cari  Sosok  Demokrasi:
Sebuah Telaah Filosofis,
{Jakarta: Gramedia, 1997),

© him:87:92, lihat pula Franz
* Magnis Suseno, Etiku Poli-
tik, Jakarta: Gmmedxa
.}ean Baechier 1995, Demoua'cy'

arz Analyt:ca! Survev USA =

Unesco

"Lyman Towel Saré,cnt 1999 C(m—' =

temporary Political Ideolo-

gies, (London: The Dmsey

Press 1984)

Ki Supnyoko - “Rekonstruksi
Landasan Pendidikan Na-
‘sional”, dalam ‘Masyarakat
Versus Negara: Péiradigma
Baru Membatasi Dominasi
Negara, Jakarta: Penerbit
KOMPAS

Lebang, 1. , 2003. Idealisasi Tam-
pilan Akademi Kepolisian
menuju pada Etalase Pen-
didikan Polisi Profesional.
Semarang: Mabes Polri Ak-
pol

Masao, Miyake. 2010. Teachers are
the most wonderfull lifework
in having dramatic scenes
with students . International
Seminar “National culture
and Character education
commerating the 13 th anni-
versary of post graduate
program Semarang State
University. June 5, 2010.
Nagoya University




152  WASPIAH, Konsep Dasar Demokrasi dalam Pola

Noer, Deliar, 1983, Pengantar ke

Pemikiran Polifik, - Jakarta:

.CV Rajawali..
_Patrmos Harry -A. dan David L.
o AuaSmLam 1997.
. Edu_cation:

SDecen-
iralization of

+* Demand-Side
.Washmgon DG

.. Bank. .
Roﬁk Suhud, Oposisi. Berserak

World

- Arus.. Deras.. Demokratisasi.

Gelombang Kefiga di In-
- donesia, (Bandung: Mizan,
.. 1998), hlm. 3
Repubhk Indonesia, UU No. 32 Ta-
hun 2004 tentang Pemerin-
tahan Dacrah, Oktober

UU No. 3

- Linancing”,

< ...  Negara: P

3 tahun 2004 tentang Per-
imbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusai dan Pe-
merintahan Daerah .

Ul No, .20 Tahun.2003 tentang .
SISILJH Pendidikan Nasional

; _D_(_,mol\r*iilsclsr '

_ | Demokrasi”,

dalam  Masyarakat Versus

Sm vadi, Kamm,

. Pendidikan
aradigma Baru
Membatasi Dominasi Nega-
ra, Jakarta: Penerbit KOM-

PAS, 1999
syamsuddin, Aziz.2009. 23 Ka-
rakier  Pemuda  Pilihan,

Bandung: Karya Ilmu.




